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Abstract

Two-wheeled vehicle traffic violations committed by minors in the jurisdiction of the City of
Bukittinggi still occur a lot and have even increased from year to year. This study aims to find out
how law enforcement is against violations of two-wheeled vehicle traffic by minors and the
constraints and efforts made to enforce the-law ‘on traffic violations of minors. This study uses
empirical legal research methods. The results of this study, .namely: 1) Law enforcement of traffic
violations by minors in the City of Bukittinggi, is by Law Number 22 of 2009 concerning Road
Traffic and Transportation, but there are still obstacles in-its implementation, 2) Efforts law
enforcement of two-wheeled vehicle traffic violations by minors has been carried out to the
maximum extent possible by the Bukittinggi Police Traffic Unit, but in making these efforts there are
obstacles encountered. These efforts are in the form of pre-emptive (coaching), preventive
(counseling), and repressive (action) legal remedies.

Keywords: Violation; Traffic; Law Enfarcement; Child
Abstrak

Pelanggaran lalu lintas kendaraan roda dua yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah
hukum Kota Bukittinggi masih banyak terjadi, bahkan mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu
lintas kendaraan roda dua oleh anak di bawah umur dan kendala serta upaya yang dilakukan untuk
penegakan hukum pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Penegakan hukum pelanggaran lalu
lintas oleh anak di bawah umur di Kota Bukittinggi, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi masih terdapat kendala dalam
implementasinya, 2) Upaya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan roda dua oleh
anak di bawah umur sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh Satlantas Polresta Bukittinggi,
tetapi dalam melakukan upaya tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Upaya tersebut
dalam bentuk upaya hukum pre-emtif (pembinaan), preventif (penyuluhan), dan represif
(penindakan).
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I. PENDAHULUAN

Manusia tidak mungkin bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk
memudahkan kehidupannya, alamiah manusia juga tidak mungkin bisa dilepaskan dari hukum yang
tujuannya menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum
akan berangkat pada kekacauan yang pada akhirnya merusak kehidupan manusia itu sendiri,
sebaliknya hukum yang membatasi kemajuan teknologi akan memasuki peradaban manusia. Disinilah
perlunya keseimbangan antara hukum dan teknologi.

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak
melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum
siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam
menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.' Awalnya, teknologi diciptakan
untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Lahir dari pemikiran manusia yang berusaha untuk
mempermudah kegiatan-kegiatannya yang kemudian diterapkan dalam kehidupan. Kini teknologi
telah berkembang pesat dan semakin maju seiring dengan perkembangan zaman sehingga terjadi
pengalihan fungsi teknologi.

Teknologi yang termasuk dalam hal ini yaitu teknologi dalam bidang transportasi yang semakin
berkembang di kalangan masyarakat. Di masa modern sekarang ini perkembangan transportasi terjadi
dengan sangat cepat dan pada kenyataannya tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam
menghadapi perkembangan teknologi tersebut. Ketidaksiapan masyarakat dapat dilihat dari kesadaran
individu terhadap hukum dalam menggunakan sarana transportasi. Transportasi adalah pemindahan
manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang
digerakkan oleh manusia atau mesin.

Transportasi digunakan untuk -memudahkan manusia-dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
Transportasi terdiri dari tiga bagian yaitu, transportasi darat, laut, dan udara. Dengan alat transportasi
tersebut, jarak jauh dapat ditempuh-dalam waktu yang singkat.”Adanya kendaraan bermotor sebagai
alat transportasi maka manusia menjalankan aktivitas dengan cepat dan mudah. Banyak keuntungan
yang didapat dari kendaraan bermotor ini, baik dari segi praktis maupun ekonomis. Tetapi, kendaraan
bermotor juga memiliki dampak negatif bagi manusia yang tidak mematuhi aturan dalam
mengendarai kendaraan .

Meningkatnya volume kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua membawa
konsekuensi yang cukup memprihatinkan yaitu dengan semakin banyaknya anak yang mengendarai
kendaraan bermotor. Anak yang mengendarahirkendaraan bermotor sudah dianggap sebagai sebuah
kewajaran oleh masyarakat, orang tua, guru dan sebagainya sehingga cenderung adanya pembiaran.
Kondisi ini hampir terjadi dimana-mana di Indonesia. Padahal membiarkan anak mengendarai
kendaraan bermotor sangat beresiko terhadap keamanan dan keselamatan pengendaranya maupun
keselamatan orang lain.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang
merupakan potensi dan penerus cia-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.2
Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang
merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting
dalam pelaksanaan pembangunan.

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana
yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh
anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak , yaitu dengan

!Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2005), him. 5.

2 Mohammad Taufik Makarao, dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, (Jakarta: PT. Rinika Cipta, 2013), him. 1.
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ditetapkannya Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, tindakan kenakalan yang dilakukan anak
perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang serius, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan
aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak. Dalam
Islam dijelaskan betapa pentingnya menjaga dan mendidik anak, karena anak merupakan Amanah
yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia yang dikehendakinya. Sebagaimana Allah jelaskan
dalam Q.S Al-Anfal ayat (27) : ) L

O3l g5 a8l 1535455 50505 a0 153345 1 3kal (il 1

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul(Muhammad)
dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,
sedang kamu mengetahui’ .

Selama ini berkembang sebuah pemikiran dalam masyarakat mengenai aturan lalu lintas yang
tidak benar, dimana mereka meyakini bahwa melanggar lalu lintas boleh saja apabila tidak diketahui
oleh aparat penegak hukum. Akibat dari pemikiran ini menimbulkan berbagai pelanggaran yang
dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak. Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan perundang-undangan lalu lintas.®> Sampai saat ini pelanggaran lalu lintas masih sering
terjadi di Indonesia, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, (selanjutnya disebut ' UU LLAJ) yang lebih komprehensif, akan tetapi para
pengendara kendaraan bermotor masih-banyak melanggar. Seperti kita ketahui bahwa pelanggaran
bukan hanya berbahaya bagi diri sendiri, tetapi juga bisa membahayakan orang lain.

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bukanlah masalah yang sederhana dan dianggap sebagai
persoalan kecil, karena pelanggaran’ lalu lintas bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang semula disebabkan karena adanya pelanggaran lalu lintas,
Misalnya pelanggaran lampu pengatur lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya tabrakan,
pelanggaran karena tidak menyalakan lampu “ zen” ketika kendaraannya mau berbelok arah,
pelanggaran marka jalan dan lain sebagainya. Pelanggaran:lalu lintas angkanya selalu meningkat
setiap tahunnya. Kerugian yang disebabkan kecelakaan lalu lintas juga sangat besar, baik hilangnya
nyawa (meninggal dunia) maupun kerugian yang bersifat materiil.

Dalam menghadapi situasi tersebut, para penegak hukum khusunya polisi lalu lintas harus
berupaya mengambil langkah-langkah bahkan tindakan tegas bagi para pelanggar, untuk mengurangi
terjadinya pelanggaran sehingga bisa membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas. Penegakan
hukum (law enforcement) menjadi salah satu kunci untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu
lintas. Lemahnya penegakan hukum akan menjadikan masyarakat beranggapan bahwa melakukan
pelanggaran dianggap sebagai sesuatu yang biasa tanpa sanksi yang berarti. Untuk itu para pelanggar
lalu lintas harus diberi efek jera terhadap pelanggarannya tersebut agar tidak mengulangi lagi.

Pada peraturan mengenai syarat usia memiliki SIM pada Pasal 81 ayat (2) UU LLAJ, telah
disebutkan bahwa usia anak minimal untuk memiliki SIM sekurang-kurangnya adalah 17 tahun.
Namun, pada kenyataannya di wilayah hukum Kota Bukittinggi anak-anak yang masih berusia
dibawah 17 tahun yang mayoritas merupakan siswa SMP telah menggunakan sepeda motor di jalan
raya. Bahkan, keadaan sepeda motor yang digunakan oleh anak-anak dibawah umur tersebut tidak
sesuai dengan standar kendaraan bermotor, ada juga yang tidak menggunakan helm, berboncengan
lebih dari 1, memakai knalpot bising, bahkan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di
lapangan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak khususnya kendaraan roda 2 (dua).

¥ Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Lalu
Lintas (Surabaya: Bina llmu, 1983), him. 57.
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Kebutuhan pelajar akan transportasi menuju instalasi pendidikan meningkat, disisi lain terjadi
peningkatan fenomena kecelakaan lalu lintas disebabkan pelanggaran lalu lintas.* Sesungguhnya
peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan dan angkutan
jalan raya memiliki tujuan penting untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat dalam berlalu
lintas. Namun, peraturan yang ada tersebut tidak sepenuhnya relevan dengan keadaan saat ini serta
adanya ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian
tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang
menurut pengalaman akan lebih efesien.

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran/Tilang Roda 2 (Dua)

JUMLAH PELANGGARAN/TILANG
NO TAHUN RODA 2 (DUA)
1 2021 3200
2 2022 4117

Sumber: Data Satlantas Polresta Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi pada tahun
2021 Polres Bukittinggi mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh anak berusia < 17 tahun sebanyak
3.200 pelanggaran. Dan pada tahun 2022 Polres Bukittinggi mencatat pelanggaran yang dilakukan
oleh anak berusia < 17 tahun sebanyak 4.117 pelanggaran. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa
angka pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) oleh anak di wilayah hukum Kota Bukittinggi
mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Pengendara di bawah umur di jalan raya dikhawatirkan akan mengakibatkan dampak yang
kurang baik misalkan saja seperti halnya kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot racing, kecelakaan
lalu lintas yang disebabkan karena mengendarai - kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak
menggunakan kaca spion, tidak menggunakan lampu utama, berbelok atau berbalik arah tidak
menyalakan lampu isyarat dan penyimpangan lainnya yang dapat menggangu pengendara lainya.’

Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi untuk
memperbaiki dan mengatur kondisi tertib-lalu lintas yang baik, namun belum dapat mengimbangi
perkembangan di bidang lalu lintas yang berkembang pesat. Pembinaan terhadap sikap dan kepatuhan
para pengemudi kendaraan bermotor roda dua, lebih ‘mengenai peraturan-peraturan lalu lintas telah
banyak dilakukan oleh Satlantas Kepolisian-Resor Kota:Bukittinggi. Akan tetapi, akibat adanya
ketidakseimbangan antara jumlah pemilik kendaraan bermotor dengan tidak bertambahnya sarana
jalan, ini mengakibatkan berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang sulit untuk diminimalkan. Untuk
menciptakan keamanan, Kketertiban, kelancaran berlalu lintas Satlantas Polresta Bukittinggi
melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan guna mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran
berlalu lintas di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.

Perkembangan zaman mempengaruhi prilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak
sesuai dengan norma-norma yang hidup dikalangan masyarakat. Kondisi saat ini anak pelajar yang
mengendarai sepeda motor dijadikan sebagai sarana dalam mempermudah mengakses sekolah karena
tidak adanya transportasi yang memadai di lingkungan sekolahnya.’® Menyikapi persoalan ini,
seharusnya orang tua menjadi dominan sehingga tidak membiarkan anak-anaknya yang masih
dibawah umur mengemudi sepeda motor. Padahal jika ditinjau dari segi apapun tetap tidak dapat
dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum
mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Fenomena pengendara motor di bawah umur merupakan

* Mega Suryandari, Dkk., “ Fenomenologi Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di bawah Usia di
Kota Bekasi (Studi Kasus Kecamatan Bekasi Timur)” , Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik, Vol. 3, No.
1, Juni 2022, him. 1-12.

> Saurmaida Sabarani, “ Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua
di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu” , Jurnal Sosiologi, Vol. 3 No. 2, 2016, him. 3.

® Anggilia Gustiana dan Yusmar Yusuf, “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelajar SMP Mengemudi
Sepeda Motor tanpa Memiliki Surat 1zin Mengemudi (SIM) Studi SMP Negeri 34 Pekan Baru” . Jurnal FISIP
Universitas Riau, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, him. 6.
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kejadian nyata saat ini yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Tindakan tersebut terjadi karena
mengikuti perkembangan zaman dan adanya imitasi yang dilakukan anak dalam meniru tindakan
orang tua. Memang peran keluarga sangatlah penting dalam pembentukan kepribadian seseorang
sehingga diharapkan dapat menyesuaikan apa yang ada di lingkungan sekitar.’

Generasi muda merupakan suatu suatu generasi penentu masa depan bangsa sehingga mereka
mempunyai posisi strategis dalam penerus masa depan bangsa yang lebih berkualitas. Seiring dengan
berjalannya waktu pernyataan generasi muda sebagai harapan bangsa kian pupus. Hal ini dikarenakan
pada faktanya banyak dari generasi muda zaman sekarang yang prilakunya cenderung
mengkhawatirkan masa depan bangsa kelak, seperti dalam hal melakukan penyimpangan sosial.
Penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau
suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama
dalam sistem sosial.

Perkembangan zaman memang sangat mempengaruhi tingkah laku remaja saat ini sehingga
untuk melakukan pelanggaran dianggap hal yang biasa olen mereka. Bahkan, orangtua yang
seharusnya melakukan pengawasan lebih kepada anaknya, malah mendukung anaknya untuk
mengendarai kendaraan sejak dini, padahal aturan dalam berkendaraan sudah ada. Semakin banyak
fenomena kenakalan anak yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan peneliti tertarik untuk
mengkaji lebih lanjut penelitian ini yang bertujuan, 1) untuk mengetahui bagaimana penegakan
hukum yang dilakukan Satlantas Polresta Bukittinggi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu
lintas, dan 2) untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui oleh Satlantas Polresta Bukittinggi
dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan upaya
yang dilakukan untuk mengatasinya.

Il.  METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan:-penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji
hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya
tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bersifat
deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang
keadaan/peristiwa hukum yang berlaku yang terjadi dalam masyarakat.® Sumber data dan bahan
hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dan bahan
hukum penelitian ini adalah melalui wawancara (studi lapangan). Penelitian ini dilakukan di Sat
Lantas Polresta Bukittinggi. Populasi dalam‘penelitian ini-adalah sekelompok atau sekumpulan orang-
orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah pelanggaran lalu lintas
oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bukittinggi dan semua kasus pelanggaran lalu
lintas oleh anak. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah responden penelitian yang telah
ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai pelangggaran lalu lintas oleh anak di
bawah umur di wilayah hukum Polresta Bukittinggi. Teknik pengolahan data dan bahan hukum
penelitian ini  melalui tahapan: pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan
penyusunan/sistematisasi data. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dan penarikan
kesimpulan penelitian ini menggunakan metode induktif.

I1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum yang Dilakukan Satlantas Polresta Bukittinggi terhadap Anak yang
Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda 2 (Dua)

Pelanggaran hukum yang menjadi salah satu bidang dalam penegakan hukum adalah
pelanggaran lalu lintas. Secara keseluruhan penegakan tidak serta merta dilakukan tanpa suatu

" Sri Yuliana, “ Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak-Anak Di bawah umur di Desa Simpang Rimba
Kabupaten Bangka Selatan, Justici, Vol. 12, No.2, 2020, him. 1-16.

& Tim Penyusun, (2022), Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif,
Bukittinggi: FH UM Sumbar, HIm. 10.
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prosedur yang sistematis, tanpa terkecuali pada penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas.
Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU LLAJ, bahwa Lalu
Lintas adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas
dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan,
serta pengelolaanya.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Bukittinggi yang mendasarkan
pada prinsip sinergitas dalam melakukan penindakan subjek hukum yang melanggar aturan lalu lintas.
Peran penegak hukum dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas didasarkan pada sinergitas
yang terbangun secara konsekuen berdasarkan aturan serta batas wewenang yang telah diatur.
Pengaturan ini ditujukan untuk meminimalisir tingkat power yang dimiliki oleh lembaga berwenang
dalam melakukan penegakan hukum yang ada, hal ini sesuai dengan teori negara hukum yang
mendasarkan tujuan dari setiap perbuatan untuk diatur dalam undang-undang.®

Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang mempunyai wewenang menyelenggarakan
tugas kepolisisan mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikian masyarakat, dan
rekaya lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti registrasi dan
identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum
dalam bidang lalu lintas. Sedangkan kegiatan lainya pada tingkat pelaksanaanya dapat dicontohkan
dengan penindakan beberapa tugas pokok terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang surat
izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor
(BPKB) dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Salah satu fungsi Satlantas yaitu penyelenggaran operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam
rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Peran Satlantas
sebagai penegak hukum ialah untuk menjamin dipatuhinya UU LLAJ tersebut. Sebagai aparat
penegak hukum polisi memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan
memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan ditindak
secara tegas tanpa terkecuali untuk-memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga masyarakat
khususnya anak sebagai pengendara sepeda motor akan mematuhi segala aturan dan ketentuan lalu
lintas yang berlaku.

Berdasarkan Hasil Penilitian menggenai pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) yang
dilakukan oleh anak di wilayah hukum ‘Polresta Bukittinggi yang dilakukan dengan cara
mewawancarai salah satu anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi. Adapun hasil data
penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak berusia dibawah umur sebagai
pengendara kendaraan roda 2 (dua) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Usia Pelanggar Roda 2 (Dua)

NO | TAHUN USIA PELANGGAR RODA 2
<17 18-25 26-45 46-65 >65
1 2021 51 1242 1342 496 69
2 2022 126 1356 1905 664 66

Sumber: Data Satlantas Polresta Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas, angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah
umur mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Adapun hasil
data penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai
pengendara kendaraan roda 2 (dua) yaitu pada tahun 2021 sebanyak 51 pelanggar dan pada tahun
2022 sebanyak 126 pelanggar.

Tabel 3. Jenis Pelanggaran Roda 2 (Dua)

NO JENIS PELANGGARAN TAHUN

RODA DUA 2021 2022
1 Helm 792 1368
2 Kecepatan 173 136

® Kusuma, lhsan jaya, (2017), Peran Penegak Hukum di Negara Hukum, Jakarta: CV Abdi Jaya, HIm. 43.
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3 Kelengkapan 375 415
4 Surat-surat 131 205
5 Boncengan lebih +1 10 24
6 Marka Rambu 0 10
7 Lawan Arus 598 216
8 Lain-lain 230 488

Jumlah 2309 2862
Sumber: Data Satlantas Polresta Bukittinggi

Tabel 4. Jenis Pelanggaran Roda 2 (Dua) Usia <17
NO JENIS PELANGGARAN TAHUN
RODA DUA USIA <17 2021 2022

1 Helm 11 31
2 Kecepatan 5 14
3 Kelengkapan 9 19
4 Surat-surat 14 27
5 Boncengan lebih +1 3 9
6 Marka Rambu 0 7
7 Lawan Arus 7 12
8 Lain-lain 2 7

Jumlah 51 126

Sumber: Data Satlantas Polresta Bukittinggi

Dalam keadaan lalu lintas di wilayah Polres Kota Bukittinggi banyaknya pelanggaran lalu
lintas yang terjadi akibat dilakukan oleh pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas tersebut juga banyak
disebabkan oleh anak dibawah umur seperti tidak memiliki SIM dan STNK, tidak memakai helm,
menorobos lampu merah dan pelanggaran-pelanggaran lainya. Banyak pelanggaran yang dilakukan
oleh anak tersebut akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa.

Adapun hasil penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) yaitu tidak
memakai helm, kecepatan, kelengkapan, surat-surat, bonceng lebih dari 1, marka rambu, melawan
arus dan lain-lain. Pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah tidak memakai helm,
kelengkapan, surat-surat dan melawan arus. Pelanggaran lalu'lintas yang dilakukan oleh anak dibawah
umur di wilayah hukum Bukittinggi yang paling banyak dilakukan adalah tidak memiliki SIM dan
STNK dan tidak memakai helm. Pelanggaran ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman anak
atas pentingnya mengetahui ketentuan yang berlaku-dan menyangkut aturan berlalu lintas demi
keselamatan anak. Mengenai data pelanggaran anak yang tidak memiliki SIM sangat penting
ditekankan karena SIM merupakan standar dari bukti kompetensi bahwa pengendara memiliki
kemampuan untuk mengendarai sepeda motor. Maka dari itu haruslah diperhatikan jika anak yang
belum mencukupi umur untuk mengendarai sepeda motor agar tidak dibiarkan untuk mengendarai
sepeda motor tersebut.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut tidak terlepas dari kesalahan orang
tua yang tidak memperhatikan keselamatan anak ketika berkendara. Terkadang banyak orang tua yang
sengaja membiarkan anaknya mengendarai sepeda motor agar lebih memudahkan anaknya untuk
melakukan aktifitas seperti untuk pergi kesekolah. Oleh karna itu, dengan minimnya pengetahuan
anak terhadap aturan dan ketentuan-ketentuan lalu lintas dan minimnya pengawasan dari orang tua
menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan mengendarai sepeda motor.
Akibat dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak sedikit pelanggaran tersebut
menyebabkan kecelakaan dan hilangnya nyawa seorang anak atas kejadian tersebut. Dari anak
tersebut mengendarai sepeda motor melebihi kapasitas kecepatan kendaraan dan tidak menggunakan
pengaman saat berkendara seperti menggunakan helm, yang dimana pelanggaran ini bisa
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menyebabkan kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa seorang anak atas berkendara sepeda
motor tersebut.’

Maka dari itu, pengawasan dan bimbingan orang tua menjadi salah satu aspek penting dalam
menjaga agar anak tidak mengendarai sepeda motor. Pengawasan dan bimbingan orang tua tersebut
agar anak tidak diberi kebebasan akan sesuatu hal yang belum pantas anak tersebut lakukan, dan hal
ini bisa menghindari seorang anak melanggar suatu ketentuan dan aturan-aturan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak IPDA Azriyandi
yang berpangkat sebagai Kasubnit | Turjawali, menurut beliau penerapan hukum terhadap
pelanggaran lalu lintas yag dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut :**

1. Penindakan tidak langsung
Penindakan tidak langsung merupakan penindakan berupa teguran yang diberikan
kepada para pelanggar lalu lintas. Dalam kasus ini yang diberikan teguran hanya kepada
pelanggar lalu lintas yang tergolong pelanggaran ringan seperti mengabaikan rambu-rambu
lalu lintas serta marka jalan. Pada umumnya yang melakukan pelanggaran ringan adalah
anak-anak sehingga mereka tidak di tindak oleh aparat kepolisian, melainkan diberi
teguran.
2. Penindakan langsung
Penindakan langsung merupakan penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian
secara langsung kepada pelanggar lalu lintas. Pada beberapa kasus pelanggaran berat yang
terjadi dilapangan, para aparat kepolisian harus mengambil tindakan tegas terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-
ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakan lalu lintas, tidak menggunakan helm,
tidak memiliki SIM dan STNK.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan
kesejahteraan anak serta penjatuhan pidana harus berupa pertanggung jawaban yang bermanfaat bagi
anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan
laporan pembimbing kemasyarakatan. Penerapan hukum bagi pelanggar lalu lintas yang masih
dibawah umur akan ditindak dengan cara melakukan tilang sesuai dengan Pasal 281 UU LLAJ,
dimana pengendara yang mengendarai kendaraan roda dua yang belum memiliki SIM harus membuat
surat pernyataan orang tua.

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum
dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan secara sosiologis,
bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas)-tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak
dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi-tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan
dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang
dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang
tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Disamping
itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan."

Karena itu, semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan
menjadi semakin lama pula proses berlangsung asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula
kemungkinan anak benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan
mengembalikan kepercayaan anak sangat diperlukan. Perlunya mendidik anak agar bersifat formal
dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan
yang kurang baik.

Berdasarkan uraian di atas, penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polresta
Bukittinggi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) di wilayah
hukum Polresta Bukittinggi, tidak serta merta dapat berjalan sesuai yang dikehendaki, dikarenakan

19 Fauzi, Rahmat, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai
Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, Pagaruyuang Law Jurnal, 3 (2), 148-163.

1 Wawancara dengan Bapak IPDA Azriyandi, Kasubnit | Turjawali Satlantas Polresta Bukittinggi,
pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, pukul 10.00 WIB.

12 \Wawancara dengan Bapak IPDA Azriyandi, Kasubnit | Turjawali Satlantas Polresta Bukittinggi,
pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, pukul 10.00 WIB.
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banyaknya faktor-faktor yang menghambat atau mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono
Soekanto, faktor yang mempengaruhi diantaranya, yaitu: faktor hukumnya sendiri yaitu undang-
undang, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan
dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya,
cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum akan
berjalan dengan baik apabila faktor-faktor tersebut saling melengkapi.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah
hukum Bukittinggi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, tetapi masih belum maksimal karena masih terdapat kendala dalam
implementasinya. Walaupun sudah diterapkan sesuai dengan undang-undang, yang namanya
pelanggaran lalu lintas khususnya kendaraan roda 2 (dua) masih tetap dilakukan oleh anak di bawah
umur. Bahkan, dalam melakukan penegakan hukum masih banyak ditemukan kendala-kendala yang
menghambat terlaksananya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) oleh
anak di bawah umur di Kota Bukittinggi. Sehingga, penegakan hukum belum bisa dilakukan secara
maksimal untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas tersebut.

Kendala dan Upaya Satlantas Polresta Bukittinggi dalam Melakukan Penegakan Hukum
terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas

Pada hakikatnya hukum merupakan pelindung kepentingan manusia, yang merupakan
pedoman yang berisikan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tentang bagaimana
seharusnya orang untuk bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar pedoman semata, namun hokum
harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakan. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam
kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan
susunan kata-kata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.*®

Mengenai tugas polisi terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam lalu lintas yang terjadi di
wilayah hukum Polresta Bukittinggi, dimana banyak diwarnai -pelanggaran-pelanggaran lalu lintas
kendaraan roda 2 (dua) yang terjadi disebabkan oleh anak yang mengendarai kendaraan roda 2 (dua)
harus mendapat perhatian dan - tindakan yang lebih Kkhusus dari aparat kepolisian sehingga
menyebabkan perilaku dalam berlalu lintas menjadi lebih baik. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan
oleh anak sebenarnya dapat diminimalisir jumlah pelanggarannya, akan tetapi untuk menghilangkanya
sangatlah sulit.

Pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di Kota Bukittinggi. Pelanggaran justru dominan
dilakukan oleh siswa berseragam, minimnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas membuat
mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur yang belum cukup untuk memiliki SIM yaitu
salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara. Dalam upaya menanggulangi perilaku anak sekolah
yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk
memiliki SIM, maka aparat dalam hal ini Polisi Lalu Lintas harus melakukan berbagai upaya untuk
meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur di Kota Bukittinggi.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak
sebagai pengendara kendaraan roda 2 (dua) belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih
banyaknya faktor yang menjadi penghambat dalam pelakasanaan penegakan hukum tersebut. Peranan
kepolisian satuan lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelangggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak sebagai pengendara kendaraan roda 2 (dua) banyak ditemukan kendala-kendala.
Berikut kendala-kendala yang ditemukan polisi satuan lalu lintas dalam penegakan hukum dalam
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara kendaraan roda 2 (dua), yaitu:**

1. Kendala saat motor diberhentikan
a) Berbalik arah dan melawan arus
Pada saat mengendarai kendaraan roda 2 (dua) dan bertemu dengan Polisi di jalan,

3 |swari, Fauzi, (2017), Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) di Indonesia, Pagaruyuang Law Jurnal, 1 (1), HIm. 126.

 Wawancara dengan Bapak IPDA Azriyandi, Kasubnit | Turjawali Satlantas Polresta Bukittinggi,
pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, pukul 10.00 WIB.
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b)

anak dibawah umur sering ketakutan, dan langsung berputar arah sehingga melawan arus
lalu lintas. Kejadian ini sering terjadi di lapangan yang dapat juga membahayakan
pengendara.
Tidak mau diberhentikan dan melawan petugas

Setiap pengendara yang melanggar dan tidak mematuhi aturan lalu lintas sesuai
ketentuan yang sudah ada, Polisi yang bertugas di jalan raya akan menegur dan
memberhentikan setiap pengendara yang melanggar tersebut. Banyak dari pengendara
roda 2 (dua) anak sudah takut terlebih dahulu, dikarenakan tidak memiliki SIM. Bahkan,
ada yang menerobos petugas yang memberhentikan pengendara tersebut. Hal ini dapat
membahayakan petugas dan anak itu sendiri.

2. Kendala saat motor sudah diberhentikan

a)

b)

Anak yang tidak kooperatif

Saat ini banyak ditemukan anak-anak yang mengendarai kendaraan roda 2 (dua),
sedangkan mereka belum memiliki SIM. Polisi menghentikan kendaraan yang tidak
memenuhi syarat dan ketentuan merupakah hal yang wajar. Namun pada saat di
berhentikan anak-anak tersebut cendrung tidak kooperatif bahkan mereka melawan
kepada petugas saat penilangan.
Tidak mau menyerahakan bukti tilang

Dalam penangkapan, jika pengendara menyalahi aturan maka mereka akan ditilang,
namun untuk membuatkan suarat tilang tersebut harus ada bukti tilang, salah satunya
adalah surat-surat kendaraan. Namun dalam hal ini, anak-anak sebagai pengendara sepeda
motor tidak mau menyerahkan surat kendaraan sat di tilang. Jika tidak memiliki surat-
surat kendaraaan untuk menajdi bukti'adalah dengan menyita kendaraan tersebut. Namun
Anak tersebut tidak mau menyerahakan motorsebagai Alat Bukti saat tilang.

Orang tua tidak menerima anak ditilang

Anak-anak yang saat di tilang akan mengadu kepada orang tua nya. Bukannya orang
tua tersebut meminta maaf kepada petugas, namun-orang tersebut malah menyalahkan
petugas yang menilang anak nya, saat di tilang orang tua tersebut menyalahkan polisi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sebagai penegak hukum terhadap pelanggaran lalu
lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, Satlantas Polres Kota Bukittinggi
melakukan beberapa tindakan untuk menekan pelanggaran latu lintas, yaitu:*®

a. Upaya hukum Pre-emtif (Pembinaan)

Upaya hukum pre-emtif merupakan tindakan yang masih dalam tataran pencegahan

dengan melakukan pembinaan dalam pelanggaran lalu lintas melalui kehadiran atau
keberadaan anggota satuan lalu lintas itu sendiri. Penegakan hukum ini dapat dilaksanakan
melalui beberapa cara yaitu :

1)

2)

Turjawali

Pelaksanaan fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol dilaksanakan
dengan optimalisasi peran anggota satuan lalu lintas, seperti :
a) Pengaturan
b) Penjagaan
c) Pengawalan
d) Patroli
Operasi Khusus Kepolisian

Merupakan kegiatan untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan

lalu lintas yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan dari kegiatan operasi rutin.
Operasi khusus terbagi atas dua yaitu :
a) Operasi stasioner : kegiatan pemeriksaan ditempat
b) Operasi hunting : kegiatan pemeriksaan keliling

b. Upaya hukum Preventif (Penyuluhan)

1> Wawancara dengan Bapak IPDA Azriyandi, Kasubnit | Turjawali Satlantas Polresta Bukittinggi,
pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, pukul 10.00 WIB.
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Penegakan hukum secara preventif ini berupa awal pencegahan dengan memberikan
edukasi, penyuluhan dan sosialisasi yakni dengan menanamkan nilainilai dan norma-norma
yang baik, menyisipkan pesan-pesan antisipasi terhadap suatu pelanggaran yakni seperti :

1) Melakukan Sosialisasi Penyuluhan Tertib Lalu Lintas di Sekolah-sekolah

2) Satuan Polisi Lalu Lintas Menjadi Inspektur Upacara di Sekolah-sekolah

3) Kampanye Keselamatan Lalu Lintas

4) Kawasan tertib Lalu Lintas

c. Upaya hukum Represif (Penindakan)

Upaya hukum represif merupakan tugas pokok kepolisian dalam aspek penindakan
hukum, langkah ini merupakan langkah terakhir setelah penegakan preventif dan pre-emtif
yang telah dilaksanakan. Penegakan represif merupakan kegiatan penindakan dengan
memberikan peneguran lisan dan peneguran tertulis. Penegakan hukum represif ini dilakukan
apabila ditemukan pengguna jalan raya melakukan pelanggaran lalu lintas.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional
yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif bertujuan
untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan, serta memperbaikinya
kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan
melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Ssehingga tidak akan mengulanginya dan
orang lain juga tidak akan melakukannya, mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat
berat.

Bila dalam upaya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota
Bukittinggi dengan cara preventif masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Maka
aparat kepolisian harus melakukan upaya represif 'untuk menindaklanjuti anak di bawah umur yang
melakukan pelanggaran, agar ada efek-jera yang dirasakan oleh anak yang melanggar dan tidak
mengulangi perbuatannya lagi, yaitu aparat kepolisian melakukan :°

1. Tilang adalah bukti pelangaran, yang berfungsi sebagai undangan kepada anak yang
melakukan pelanggaran lalu-lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai
alat bukti penyitaan atas -barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang
melanggar.

2. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM, melihat umur
mereka belum cukup untuk memiliki SIM.

3. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar:-lalu lintas tetapi berjanji tidak akan
melakukan pelanggaran lagi dengan‘cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan
melanggar lagi.

Dalam upaya hukum represif terhadap anak, biasanya anak melakukan pelanggaran seperti
tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm dan motor yang dikendarai anak tersebut tidak sesuai
dengan standar kendaraan bermotor di Indonesia. Penindakan yang dilakukan oleh satuan lalu lintas
biasanya mendata terlebih dahulu kemudian pihak polisi satuan lalu lintas meminta orang tua atau
wali dari anak yang melakukan pelanggaran agar bisa menjemput anaknya dan memberikan
pemahaman terhadap anak bahwasanya yang dilakukan oleh anak tersebut adalah salah, kemudian
setelah itu baru polisi melakukan proses penindakan atau penilangan atas pelanggaran yang dilakukan
oleh anak itu tersebut.

Pelanggaran lalu lintas di wilayah polres Kota Bukittinggi jika anak tinkat sekolah SMA yang
mengendarai sepeda motor dan memenuhi kelengkapan standar berkendaraan namun tidak memiliki
SIM, maka anak tersebut diberikan toleransi oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi dan
dikembalikan kepada orang tua. Sedangkan jika yang mengendarai sepeda motor adalah anak yang
bersekolah ditingkat SD atau SMP, tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor dan pada kasus ini
anak tersebut wajib ditilang atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Hal ini dilakukan
sebagai langkah pembinaan dan penegakan hukum agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan
oleh anak sebagai pengendara bermotor yang bisa menyebabkan kerugian bahkan kecelakaan yang
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anak menjadi korban dalam kecelakaan itu tersebut.’

Adapun peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak
dibawah umur, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah

2. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas

3. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

Upaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan
pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) yang dilakukan oleh anak di Kota Bukittinggi adalah
dengan cara aparat kepolisian meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan
fakta yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang
khususnya pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) yang dilakukan oleh anak.

Menurut analisis penulis, upaya yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polresta Bukittinggi
untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) oleh
anak sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Walaupun dalam melakukan upaya penegakan
tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian, seperti banyaknya anak di
bawah umur tersebut menolak untuk diperiksa bahkan ada yang melawan petugas dengan berbalik
arah dengan melawan arus. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya
pelanggaran lalu lintas adalah upaya pre-emtif (pembinaan), upaya preventif (penyuluhan) dan upaya
represif (penindakan).

V. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap- pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah
hukum Bukittinggi sudah sesuai dengan undang-undang tetapi-masih belum maksimal. Walaupun
sudah diterapkan sesuai dengan undang-undang, yang namanya pelanggaran lalu lintas khususnya
kendaraan roda 2 (dua) masih tetap dilakukan oleh anak di bawah umur. Bahkan, dalam melakukan
penegakan hukum masih banyak ditemukan kendala-kendala yang menghambat terlaksananya
penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) oleh anak di bawah umur di Kota
Bukittinggi. Sehingga, penegakan hukum belum bisa dilakukan secara maksimal untuk meminimalisir
pelanggaran lalu lintas tersebut.

Kendala yang ditemukan polisi dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah kendala pada saat motor anak akan
diberhentikan, anak selaku pengendaraan sepeda motor yang melihat petugas kepolisian mereka
langsung berbalik dan melawan arus, anak tersebut tidak mau di berhentikan, saat diberhentikan anak
yang mengendarai sepeda motor menerobos petugas tersebut. Kendala yang ditemukan setelah
diberhentikan, anak selaku pengendaraan sepeda motor adalah melawan kepada petugas kepolisian
saat penangkapan, anak tidak kooperatif, anak tidak mau menyerahkan motor sebagai alat bukti tilang
dan saat ditangkap. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua)
yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, Satlantas Polresta Bukittinggi melakukan
beberapa upaya penegakan hukum, yaitu: upaya hukum pre-emtif (pembinaan), upaya hukum
preventif (penyuluhan), dan upaya hukum represif (penindakan).
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Tentang
PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM,
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Membaca Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mzhasiswa atas nama : TOMJI SAPUTRA NPM :
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Menimbang, ; a  Bahwa Mahasiswa yang akan menyclesaikan studinya di Fakuttas Hukum UM-Sumbar diharuskan
untuk melakukan tugas akhir berupa pepulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan
skripsi); !

b. Bahwa mahasiswa vang tersebut diatas telah miemenuhi svarat untuk melaksanakan penulisan
Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen
pembimbing dengan sura* Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-unda g No.'2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi.
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5. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tertang sistem

- Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RY No.100 Tahun 2016 tentang pendirian
perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan
izin perguruan tinggi swasta.

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/LO/B/2012 tentang Majelis Pendidikan
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9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang

Drromsenm T s Bdvaly memmman divrals
= S DI PP L sttty Yo toll
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11 Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020

12 SK Dekan No. 0059/KEP/IL3. AU/D/2015 tangsal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas
Hukum UM-Sumbar .

13 SK Rektor No. 970/11.3.AU/202] tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum
Program Studi Tlmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020,

14 SK Rektor No. 1436/KEP/I/3. AU/F/2021 tanggal, 15 September 202
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Pertama Menunjuk Saudara DR. SUKMARENI, SH.,MH dan RIKI ZULFIKOQ,SH.MH ”sebagal Dosen
Pembimbing I Dan I dalam Penulisan Hukum Mahasiswa -
Nama/NPM ¢ TOMI SAPU.RA / 191000274201152
Judul Skripsi . IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN AGAM NO. 5 TAHUN 2014
TERHADAP PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG (KJA)
YANG MELEBIHI KAPASITAS (EXCESS CAPACITY)
Kedua Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan
kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
Ketga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA BUKITTINGGI
Jalan Jenderal Sudirman 23-Bukittinggi 26137

Nomor :B/1z 8% /VIII/DIK./2023
Klasifikasi : BIASA

Lampiran : satu lembar

Perihal : Pemberitahuan

Dengan Hormat,

Bukittinggi, 3 Agustus 2023

Kepada

Yth. Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat Fakultas Hukum

di

Bukittinggi

Sehubungan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Fakultas Hukum Bukittinggi Nomor:
0549/11.3/AUJA/2023 tanggal 09 Mei 2023 tentang surat izin penelitian,kepada:

Nama : Tomi Saputra

NPM : 191000274201152

Tempatitgl lahir  : Koto Baru/21 Agustus 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Alamat - Koto Baru Jorong Mudiak Desa Duo Koto Kec.Tanjung Jaya

Judul Skripsi : Tinjauan terhadap pelanggaran lalu lintas kenderaan roda 2 (dua) oleh anak dibawah

umur di wilayah hukum Polresta Bukittinggi

Lokasi Penelitian : Polresta Bukittinggi

Bahwa nama yang tersebut di atas telah selesai melaksanakan Pene'itian di Unit Sat Lantas Polresta

Bukittinggi dalam penyelesaian skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Hal

: 0841/11.3.AU/A/2023 Bukittinggi, 14 Dzulhijigh 1444 H
- 03 Juli 2023M
. Mohon Izin Penelitian
Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Resor Kota Bukittinggi
di

Tempat

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarai.atuhu

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut
dibawah ini :

Nama . Tomi Saputra
NIM - : 191000274201152
rogram Studi : Ilmu Hukum
Meiaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan
Waktu 7 Juli 2023 s/d 7 September 2023
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan
: Tugas Akhir
Judul Skripsi . Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan
Roda2 (Dua) Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah
Hukum Polresta Bukittinggi '
Pembimbing I - * ¢ Dr. Sukmareni, SH., MH
Pembimbing 11 : Riki Zulfiko, SH., MH
Nomor HP . 0822886035645

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk
dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan umtuk metaksarakan kegtatan
yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/lbu, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih
dahuludiucapkan terima kasih.

Tembusan Ytk :
L. Dekan Fakultas Lukuni UM -Sunar &i Buldningg
2. Pertinggal
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PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI M
JI. Jend. Sudirman No. 27 — 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976
REEOMENDAS]
Nomor : 070/, ET?JBKPOI-KB /2023
Dasar ¢ 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indenesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam fegeri Nomor 7 Tahun 2014 5
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Vbut
Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi
Perelitian;
Menimbang : a  Bahwa sesuai surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat, Nomor 0840/11.3.AU/A /2023, Tanggal 03 Juli 2023,
Perihal Mohon Izin Penelitian;
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian
serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
¢. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Badan
Kesatuan Bangsa dan Polittk Kota Bukittinggi, berkas persyaratan
administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, meraberikan Rekomendas. Penelitian
kepada : n
Nama : TOMI SAPUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Baru, 21 Agustus 2000
Pekerjaan :  Mahasiswa 1
Alamat :  Koto Baru Jorong Mudiak, Desa Duo Koto, Kecamatan Tanjung Jaya an
Nomo identitas : 1306032108000004 -
Judui Penelitian : Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda 2 (Dua) m
Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hulkum Polresta Bukittinggi
Lokasi Penelitian :  Kapolresta Bukittinggi
‘Walktu Penelitian t 07 Juli s/d 07 September 2023
Anggota Penelitian : o
Digunakan untuk :  Penelitian
Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang- ' t[[k
undangan yang berlaku; L a1
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan vang dapat mengganggu tan
ketertiban dan ketentraman umum; )
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokel Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut
mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian; bih

4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Bukittinggi; '

5. Reliomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan,
maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidalk berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat -
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, $ Juli 2023
A.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bukittinggi

i iotopi.Wawasan Kebangsaan dan
i Sosial Budaya Agama,

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Bukittinggi {(sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Rarat;
3. Kapolresta Bukittinggi;

4. Arsip.
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